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BUPATI HALMAHERA BARAT,

Meniinbang : a' bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik setta
pengendalian pengeiolaan isu strategis dan analisa politik dilingkungal
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

t). bahrva mengingat kompleksnr:a berbagal perrnasaiahan dalara
penveienggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh pemerintah
Kabupaten llaimahera Barat khususnya dibidang politik, maka sangat
dihrutuhkan keberadaan staf Khusus Bupati Bidang politik Dalam
Penveienggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bal:';va berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksuC dalam 1:uruf
a dan hur*f Lr, periu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Ba::at
tentang Staf Khusus Bupali Halmahera Barat Biclang politik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Earat
Tahun'2O24

Mengingat ; 1. Linriang-rr.ndang Ittrqrmor 60 Tahun 1958 tentang peneta,oa_n l:inrlang-
undang Nornor 23 Darurat Tahun 1gs7 tentang pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilavah Daerah Swatantra Tingkat I
Ma iuku rnenjadi Undang*undang;
Undang*undang Nomor 28 Tahun 1g9g tentang penS,elenggaraa*
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
unrlang-undang I'{orcor b Tahun 2000 renrang perubahan atas
l-Indang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi
Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Hatrmahera utara. Kabupaten Halmahera selatan.
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi i\,Ialuku Utara;
undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara:
undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil
i't-egara;

8. Undang-unriang Nomor 23 ?ahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Un<lang-undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Administrasi

Pemerintahan;
l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerjntah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11.Undang-untlang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan kedua atas

undang-undang Nomor 12 rahun 20i 1 tentang pembentukan
Peratu ran Pemndang- undangan:

12.Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
.i3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat
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l4.Peratura, pemerintah Nomor 11 Tahun 2orr tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;
i5.Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun zair tentang pembinaan rianPengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
l6.Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2ai-9 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;
l7.Peraturan Presiden Nomor gz Tahun 2ot4 tentang peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 20i 1 tentans
Pembentuka n peraturan perundang_undangan;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-- 120 Tahun 201g tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tairun 20iStentarg Pembentukan produk Hukum Daerah;

l9.Peraturan Mentei Daram Negeri Nomor zz rahun 2020 te'tang
Fetiornan Tcknis Fengeiolaan Keuangan Daer.ah;

20.Peraturan rJaerah Kabupaten Halmahera Bar-at Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten i{almahera }jarat.
Nomor 6 Tahun 2al6 tentang pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun zo24tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O24;

22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 teatang
Perubahan kedua atas peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10Tahun 2c16 tentang struktur organisasi perangkat Daerah;

23.Pci:aturan Bupati iialmahera Barat Nomor 1 Tahun z*21 ti:ntang
Penjabaran APBD KaLrupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran za,z4:

surat Kepala Bagian umum, perencanaan dan Keua'gan setriaKabupaten Halmahera Barat Nomor : B4t /212 lzaz]4 perihal
Permohonan Penerbitan SK KDH,

MEMUTUSKAS :

Mengangkat saudara AJex Retraubun sebagai staf Khusus Bupati
Halmahera Barat Bidang Poliiik Dalam Penveilnggaraan pemerintahan
Daerah.

Masa kontrak keq'a staf Khusus Bupati Bidang Hukum Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama lz Bulan terhitung
mulai tanggal 1 Bulan Januari sarnpai clengan tanggal 31 Buian
Desember Tahun 2A24.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu waktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana ticlak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-und,angan, bertentangan den[an
kebijakan pemerintah danlatau bertentarrgan dengan hal-Lal lain Sringbersifat teknis.

staf Khusus Bupati Bidang politik Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan tinerja ?.rgrrn
besaran Rp. 4.5oo.ooo,- {trmpat Juta Lima Ratus niuu nupianl.
stef Khusus Bupati "bideng tralitik Delam pe*yelenggaraa:.!
Pemerintahan Daerah selain memperoieh Hak-hak 

'sebag"imana

dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula cliberikan tatb,ahan
penghasilan lain sepanjang ticlak bertentangan dengan peraturan
perundalg-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Biclang politik clalam penyelenggraan pemerintahan
Daerah di-berikar hriava pcrjalanar: rrinas Dalam naerah $laupu.. H*luar
Daerah {F}alar:r I'irgeri} disetara}rka* dengan per-jalanan I}i;las N*n pNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam Penyelengaraanpemerintahan
Daerah mempun)/ai tugas sebagai l--'erikut :

a. Melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap
perkembangan situasi dan kondisi politik dan pemerintahan
daerah"

b. I!{engumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan anaiisa dan
kajian atas pelkembangan situasi dan kondisi politik dan
pemerintairan ciaerah.

c. l\{elaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan rlan
monitoring situasi dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

d' Melakukan knn{irmasi, klaffikasi, konsultasi dan koordinasi der:gan
Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi
dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

e. L{enyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan
dan pertirnba.ngan berdasarkan hasil analisa dan kajiaa seLragai
bahan perumusan kebijakan cian pemecahan rnasalah rlalam
penyelenggaraan pemerintah <laerah.

f. Tugas-tugas khusus lain vang diberikan oleh Bupati.

staf Khusus Bupati Bidang politik Daram penyele*gg*raan
Pemerintahan Daerah dalam menjaiankan tugas berkoordinasi rlengan
Sekretaris Daerah dan melaparkan kepada Bupati.

segala braya .yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini riibebankan pada Anggaran pendapaian dan Beianja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai Lreriaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaiiolo
padatanggal : a J 2A'.l4

BUPATI BARAT,

?eryfuusant* Disampaikan kepada Yth :

i. Sekretaris llaeral Kab. Halmajrera Barat di.lailoio,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Flalmahera Barat di Jailoio,
+. Yang bersarrgkutan untuk diketahui.

Ass. Bid. Adminlstrasi Umum

Kabag Urnum, Perencalnan &

Kabag. Hukurn & Orgs
JAIVIES UA1ITG
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